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Abstract. Pancasila, as the state foundation and ideology of the Indonesian nation, not only functions as a guide 

to national and state life, but also as a philosophical system that underlies the outlook on life, ideals and values 

held by Indonesian society. As a philosophical system, Pancasila contains five interrelated principles and forms 

an integral framework for thinking. These five precepts reflect universal noble values and contain moral principles 

that can be applied in various aspects of life. This study aims to analyze Pancasila as a philosophical system, 

explore the deep meaning of each principle, and understand its relevance and application in the context of modern 

life. Through a philosophical approach, it is hoped that this research can strengthen understanding of Pancasila 

as a moral and ethical foundation, as well as a guide in developing a just, prosperous and dignified society. 
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Abstrak. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman 

hidup berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai sistem filsafat yang mendasari pandangan hidup, cita-cita, dan 

nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung lima sila yang 

saling terkait dan menyusun kerangka berpikir yang integral. Kelima sila tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur 

yang universal dan mengandung prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat, menggali makna mendalam dari setiap 

sila, serta memahami relevansi dan aplikasinya dalam konteks kehidupan modern. Melalui pendekatan filosofis, 

penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang Pancasila sebagai landasan moral dan etis, serta 

sebagai panduan dalam mengembangkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. 

Kata Kunci: Pancasila, Sistem Filsafat 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya di dunia ini terdapat berbagai macam dasar negara yang menyokong 

negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh, teguh, serta agar tidak terombang ambing oleh 

persoalan yang muncul pada masa kini. Pada hakikatnya ideologi merupakan hasil refleksi 

manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka 

terdapat sesuatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarat negara. Di suatu pihak 

membuat ideologi semakin realistis dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati 

bentuk yang ideal. Idologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, 

namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Indonesia pun tak terlepas dari hal 

itu, dimana Indonesia memiliki dasar negara yang sering kita sebut Pancasila. 

Pancasila sebagai ideologi menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan 
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karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah indonesia menunjukan bahwa Pancasila 

adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia 

serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang layak dan lebih baik, untuk mencapai 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 

Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing- 

masing sila tidak bisa di tukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila 

merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bahwasanya Pancasila yang telah 

diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang- 

Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji 

kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang 

mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih 

dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus 

diwijudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih 

bermatabat dan berbudaya tinggi. Melalui makalah ini diharapkan dapat membantu kita dalam 

berpikir lebih kritis mengenai arti Pancasila. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Konsep dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat ? 

2. Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Sebagai Sistem Filsafat ? 

3. Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem 

Filsafat ? 

4. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat ? 

 

C. Tujuan 

1. Mengetahui tentang Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat. 

2. Mengetahui apa itu Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Sebagai Sistem 

Filsafat.. 

3. Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. 

4. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. 

PEMBAHASAN 

A. Konsep dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat 
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1. Pengertian Filsafat Menurut Tokoh- tokoh 

1. Socrates (469-399 s.M.) 

Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa 

perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran 

tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika 

mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi 

terhadap diri secara obyektif. 

 

2. Plato (472-347 s. M.) 

Dalam karya tulisnya “Republik” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta 

pandangan tentang kebenaran (vision of truth). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan 

mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian 

yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini 

kemudan digolongkan sebagai filsafat spekulatif.  

2. Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat 

Pancasila yang terdiri atas lima sila, pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang 

dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling 

bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang 

utuh.Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanyamerupakan kesatuan yang 

bersifat formal logis, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistimologis, 

serta dasar aksiologis dari sila Pancasila.  

1. Landasan Ontologis Pancasila 

Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang 

ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis 

antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu 

realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, 

sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki 

tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta 

(kosmologi), metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan 

sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila- sila Pancasila. Pancasila yang terdiri 

atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, malainkan memiliki 
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satu kesatuan dasar ontologis. 

Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa yang berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan 

beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah 

manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis 

memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan 

rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai 

makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama 

mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya 

2. Landasan Epistemologis Pancasila 

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan 

validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat 

terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu 

tentang teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga 

persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu: 

1. Tentang sumber pengetahuan manusia; 

2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; 

3. Tentang watak pengetahuan manusia. 

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk 

mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat 

pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu, 

sistem cita- cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur 

rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. 

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar 

ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep 

dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya 

meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. 

- Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama 

    adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut 

    merupakan kausa materialis Pancasila. 

- Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki 
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susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi 

arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat 

hirarkis dan berbentuk piramidal. 

3. Landasan Aksiologis Pancasila 

Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. 

Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang 

artinya pikiran, ilmu atau teori. 

Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang 

yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai 

(value dalam bahasa Inggris) berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. 

Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai 

“keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna, nilai juga 

mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan, nilai adalah suatu kemampuan yang 

dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (dictionary of sosiology a 

related science), nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek.  

 

3. Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat 

Ir. Soekarno menggambarkan urgensi pancasila secararingkas tetapi meyakinkan. Pancasila 

adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada 

hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan 

terutama imperialisme. 

Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 

2020. 

Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggnakan dua pendekatan 

yaiut, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekatan institusional 

adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilainilai pancasila 

sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan 

nasional. Sementara itu pendekatan sumber daya manusiaterdapat pada dua aspek, yaitu orang- 

orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilainilai Pancasila secara 

murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan 

negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Tetapi melihat 

kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai pancasila pada Indonesia seperti, 
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masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa 

menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena 

perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, 

dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan RAS. 

Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada perlu pemahaman yang mendalam terhadap 

urgensi pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi 

juga yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain 

transparan, akuntabel, danfairness sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme) dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila 

sebagai sumber nilai- nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight 

liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam 

bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik. Maka Indonesia 10 akan mencapai 

tujuan yang di cita- citakan seperti yang diharapan pejuang- pejuang pada masa dulu jika rakyat  

Indonesia  menerapkan  nila-nilai  yang  terkandung  dalam pancasila. Hal-hal penting yang 

sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem 

filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. 

a. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdek dalam 

mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materiil maupun 

spiritual. 

b. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-

nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi 

dunia. 

c. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi 

tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi- 

sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. 

d. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking 

bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran 

B. Sumber Historis Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Sebagai Sistem Filsafat 

1. Sumber Historis sebagai Sistem Filsafat 

Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan 

bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan 

dan membuat manusia hidup dalam roh (Yudi Latif, 2011: 68). Pembahasan sila-sila Pancasila 
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sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai 

berikut. 

 

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, 

masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 

14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. 

Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara 

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 

Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan 

pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal 

sebagai bangsa maritim telah menjelajah keberbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil 

pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno 

disebut dengan istilah Internasionalisme atau Perikemanusiaan 

c. Sila Persatuan Indonesia. 

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan 

dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena 

kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik 

kebangsaan Indonesia 

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan. 

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat 

memang merupakan fenomena baru di Indonesia, yang muncul sebagai ikutan formasi negara 

republik Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia 

adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat 



 

 

 

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT 
 

70          GARUDA - VOLUME. 2, NO. 3 Septmber 2024 

  
 

 

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesi 

Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagian yang telah berkobar ratusan 

tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagian itu terpahat dalam 

ungkapan "Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. 

 

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 

kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem 

filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, Way of life 

yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. 

Kelompok kedua, masyarakat ilmiah-akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem 

filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. 

Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat 

dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis 

Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek 

kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang 

religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, 

dinamisme, politeistis, hingga monoteis. 

Pancasila sebagai sistem filsafat, menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh 

yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh 

yang yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Notonagoro menggambarkan 

kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis 

piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. 

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang 

menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan 

ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama,meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai 

sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 

1958 dan 1959, tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua, 

mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan 
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kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. 

Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno 

melontarkan konsep Philosofische Grondslag, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan 

Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaran kehidupan bernegara di 

Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan 

tentang kedudukan Pancasila sebagai Weltanschauung dapat mempersatukan bangsa 

Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa Sumber politis 

Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam 

kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan 

bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. "Bendera 

Negara Indonesia ialah sang merah putih". Pasal 36, "Bahasa Negara ialah Bahasa 

Indonesia". Pasal 36A, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka 

Tunggal Ika". Pasal 36B, "Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya". Bendera merah 

putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, semuanya merupakan 

simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.  

 

C. Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem 

Filsafat 

1. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari 

akulturasi budaya bangsa Indonesia.Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem 

filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis (dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah 

weltanschauung). Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan 

kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, 

Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P-4. 

Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, 

Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan 

renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa: 

“Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan 

untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif 

bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam 
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konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti 

tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang 

semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik” 

 

2. Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat 

muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 

Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal 

untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya 

merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme 

terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara 

berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya 

hidup konsumerisme, dan lain-lain. 

Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan 

kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini 

bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah 

satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi 

negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan 

bernegara.  

 

D. Mendeskripsika Esensi Dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat 

1. Esensi (hakikat) Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Hakikat (esensi) Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal hal sebagai berikut: 

Pertama; hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa 

Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk 

hidup, termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom (kebebasan, 

kemandirian) di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang 

akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan 

selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang 

Pencipta. 

Kedua; hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis, yang terdiri atas 3 
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monodualis, yaitu susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk individu, sosial), 

kedudukan kodrat (makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan) (Notonagoro). 

Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan 

terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, 

tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan 

dibesarkan, bersuka, dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah 

negara bangsa yang berundang-undang dasar, yang Anda, manusia Indonesia, menjadi salah 

seorang warganya, yang membuat undang- undang, menggariskan hukum dan peraturan, 

menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, 

memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. 

Tanah air mental bukan bersifat territorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, 

melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital 

Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang 

diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan 

begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. 

Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan 

komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga 

negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan 

keadilan bertaat. 

Keadilan  komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara (Notonagoro dalam Kaelan, 

2013: 402). 

 

2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat 

meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat 

memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, 

dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik 

secara materiil maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam 

pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu 

dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat 

menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan 
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semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada 

kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of 

life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi 

antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah 

ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan 

lingkungan dan mental dari suatu bangsa.  

 

KESIMPULAN 

Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki konsep yang mendasar dan urgensi yang penting 

dalam menjadi pedoman hidup dan tindakan bagi rakyat Indonesia. Esensi dan urgensi Pancasila 

sebagai sistem filsafat adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional, mendasar, dan 

mengatur tata cara berpikir dan bertingkahlaku secara seimbang dan harmonis. Pancasila 

sebagai sistem filsafat mengalami dinamika dan tantangan sepanjang sejarah Indonesia, tetapi 

masih memiliki peran penting dalam menjadi ideologi bangsa yang memiliki nilai luhur 

 

A. Saran 

Bagi Pembaca penulis berharap agar materi yang ada di dalam makalah meliputi 

tentang Konsep dan urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan bisa dapat menambah 

wawasan serta daftar bacaan yang bermanfaat bagi pembaca. Penulis berharap untuk kritik 

dan saran pembaca. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan 

makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. 

Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuanyang penulis miliki. Oleh karena itu kritik 

dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapakn sebagai bahan evaluasi 

untuk kedepannya. 

Sehingga bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang bermanfaat bagi 

banyak orang. 
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